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WALIKOTA BANJARBARU 

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 
NOMOR 18 TAHUN  2013 

TENTANG 

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA DINAS 
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA 

BANJARBARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 

Menimbang a.  bahwa dalam rangka lebth meningkatkan kelaricaran 
pelaksanaan tugas Unit PcIalcsana Teknis Pajak Bumi 
dan Bangunan don Bea Perolehan Hak MOS Tannh clan 
Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolatin 
Keuangan dan Asset Dacrah Kota Banjarbaru agar lebih 
berdaya guna, clipandang perlu menetapkan Uraian 
Tugas Kepala UF'T PBB (Pajak Bumi dan Bangui-inn) dan 
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tartah dan Bangunan) 
pada Dinas Pendapatan, Pentlobtan Keuangan dun 
Asset Dacrah Korn Banjarbaru; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dinuiksucl hunt! a, perlu menetapkan dengan Peraturan 
Wa'ikons Banjarbaru; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 trauma Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Ncgara Republik 
Indonesia Tuhun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 
[dab diubnh dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tenting Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 8 
Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Kcpegawairm 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 leaning 
Pembentukan Kotamatlya Daenth Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3822); 

3. Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terming Pajak 
Daeruh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambnhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembanm Ne.garn Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pcmerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Penganglcatan Pcg,awai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 Pengangkatan Pcgawai Ncgeri Sipil dolam Jabatan 
Struktund Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 33, Tamtxduin Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengclolaan Keuangan Darrah 11.cmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemcrinmh Nomor 38 Tatum 2007 tentang 
Pembagum Unman Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemenntahan Daerah Provinst dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8,  Peraturan Pcmcnntah Nomor 41 Tahun '2007 tentang 
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9.  Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Pcnataan Pcrangkat Dacrah 
sebagaimana tclah di ubah dengan Peraturan Menten 
Datum Negeri Namur 56 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Ares Peraturan Menten Dalam Ncgeri Nomor 57 Tabun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Orgunisasi 
Perangkat Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 537); 

to. Peraturan Daccait Korn Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Ranjarbatu (Lembaran Daerah Kota 
Danjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 11; 
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II. Pentium-a  Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota 
Banjarbaru ILembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah 
cliubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembahan Alas 
Pentturan Dacrah Kota. Banjarbaru  Nomor II Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Dacrah di Lingkungan Pcmerintah Kota 
Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 
2011 Nomor 201; 

12. Peraturan Walikota Banjarbaru Namur 12 Tahun 2012 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Menu Unit 
Pelaksana Teknis UPT P135 IPajak Bumi don Bangunan) 
dan BPHTB Rica Perolehan Flak Alas Tartah dan 
Bangunan) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG URAIAN 
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN PADA DINAS  PENDAPATAN, PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KOTA BANJARBARU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcratumn Walikota ini yang dinmksud dengan : 
I.  Dacrah adalah Kota Bunjarbaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikom dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

pcnycicnggara Pemerintohan Daerah Kota Banjarbaru. 
3. Walikota adalah Waltkom Banjarbani. 
4. Dines Pendapatan. Pengelolaan Kcuangan dan Asset Dacrah adalah Dinas 

Pendapaum, Pengelolaan Kcuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru. 
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah 

Kepala Dirtas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 
Banjarbaru. 

6. Unit Pelaksana Teknis PBB dan BPHTB yang selanjutnya disrngkat UPT 
PBB dan BPHTB adalah Unit Pelaksana PBB dan BPHTB pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru. 

7. Kepala UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis PBB dan 
BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset ()aerial 
Kota Banjarbaru. 

8 Kepala Sub Bagian Tnta Usalta UPT PBB dan BPHTB adalah Kepala Sub 
Belgian UPT PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan, Pengelotaan 
Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru. 
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BAR II 
URAIAN TUC/AS UNIT PELAKSANA TEKNIS PBB DAN BPHTB 

Bagian Kesatu 
Kepala Unit Pchtkaana Teknis PBB dan BPHTB 

Pasal 2 

Kepala OPT PBB dan BPHTB mempunyin tugas scbagai berikut : 
a. mclaksanakan prows penyelcsaian keberatan alas PBB dan SKIM. 
b. melakukan penagihan dengan surat tagihan. 
c. melakukan pengembalian kelebihan pembaynran atas PBB dan BPHTB. 
d. mengkoordinasikan pcnerimaan pendaparan dtterah dan twitter dana 

perimtxmgan. 
C. mclaksanakan cvaluttsi program kegiatan penagihan pajak bumi dun 

bangunun dan bea perolehan hak aura tanah dan bangunun. 
f  memberi pcturnuk dun unthan kepadu bawahan sesuai bidang tugas agar 

pcIaksamtan tugas selalu mempedomani prosedur dan program rang tclah 
ditetapkan. 

g. mengambil kebijakan yang tepat tcrhadap permasidahrin yang timbul 
berkaitan dengan tugas, basil tugas agar tepat sasaran dun tujuan 
organisasi. 

h. mclaksanakan koordinasi ke instansi/ perusahmtn, pengusaha terkait 
mengenui PBB dan BPHTB pada uilayah 

r. Merida' hazil ketja bawahan berdasarkan tanggungjawab jabatan bawahan 
datum mclaksanakan pekerjann. 

j.  membuat dan menyampaikan laporan IuasiI kerja kcpada atasan sebagai 
pertammungjawaban pekerjaan. 

k mclaksanakan tugas kedinasan lam yang diperintah atasan. 

Bagtan Kcdua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit PeInksana Teknis P88 dan BPHTB 

Pasal 3 

Kcpala Sub Bagian Tata Usaha UPT PBB dan BPHTB mcmpunyai tugas 
sebagai berikut : 
a. membuat rencuna, program dun ;admit keguttan P88 dan BPHTB scbagai 

pedornan pclaksarman tugas. 
b. menjabarkan dun membagi hums kcpada bawahan sesuai dengan uraian 

tugas dan tanggungjawabnva untuk kelancaran pelaksonaan tugas. 
c. mcnyelenggarakan kegiatan administrasi kcuanion, penggurtaan 

anggarnn, aural menyurat, kearsipan, perpustakan, kehurrwattn, 
kepegawaian, keuttrigan, perlengkapon, kerunuth langgaan. dokumen 
percncanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PBB 
dan BPHTB 

d. membenkan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalul 
pembuntan daftar hadir, daftar penilaian pekerjann dan daftar lainnya 
yang berkaitan dengan kcpcgawaum guns meningkatkan disiplin pegawai. 

e. menyelenggaratutn kegiatan inventarisasi, pendataan dim pemutakhiran 
data yang berkaitan dengan tutu usaha sebagui bahan informasi dun 
analisis. 

f. melaksamtkan koordinasi datum unit kerja, Omar unit keno, dengan 
lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait balk secara formal 
maupun informal grata mencaptu sinkronisasi pelaksanann tugas. 



g. memeriksa basil pclaksanaan tugas bawahan scsuai dengan peraturan 
dan prosedur yang berlaku agar diperoleh basil kcrja yang akurat. 

h. mclaporkan pelaksunaan sub bagian tats usaha kepada atasan scbagai 
pertanggunpjawaban kegiatan. 

t.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

BAB Ill 
PENtfrUP 

NSA; 4 

(I) Setiap pcjahat struktural yang meninggalkan tugas wajib menunduk 
;Masons hanan dengan surat perintah Kepala Ulnas Pendupatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru. 

(2) Hal-hal lain yang brlum diatur clalarn Perttturan Walikota int, skim diatur 
kemudian dengan Keputusan Kepala Dines Pendapatan, Pengelolnan 
Keuangan clan Asset Dacrnh. 

Pasal 5 

Peruturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setuip orang daput mengctahuinya. memerintatikan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya datum Berita Daerah Kota 
Banjarbaru. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pads tanggal ' :••1. 2013 
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 WAL1KOTA I3ANJARBARU 

H. At RUZAIDIN NOOR 

Diundungkan di Banjarbaru 
pada tanggal 1 2013 

SEKRETARIS DAERAH. 

H. S AHRIAN1 

BERT DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 2013 NOMOR 
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